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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 T ahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan memberikan 
pedoman bagi pegawai dalam pelaksanaan pengendalian 
gratifikasi perlu diatur mekanisme pelaporan gratifikasi; 

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di 
lingkungan Kementerian Perhubungan, diperlukan upaya 
pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi 
sebagai wujud integritas pegawai dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi pemerintah; 

Menimbang 
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3. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas 
penerimaan dan pemberian gratifikasi; 

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

1. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), 
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 
fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di 
luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana 
elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan 
dengan jabatan atau kewenangan; 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 
PENG EN DALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

MEMUTUSKAN: 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 99 Tahun 2011 
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan. 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan, sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM. 38 Tahun 2013; 

7. lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 

6. lnstruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

Menetapkan 



2) Hadiah dalam bentuk uang, jasa, atau barang yang 
memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, 
kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan dan potong gigi, atau 
upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai 
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1) Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, 
bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, 
paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan; 

b. Terkait dengan tugas di luar kedinasan, meliputi: 

2) Pemberian yang berupa kompensasi yang diterima terkait 
kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, 
akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai standar biaya yang berlaku di instansi penerima, 
sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat 
konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang 
berlaku di Kementerian Perhubungan. 

1) Pemberian yang berupa cinderamata dalam kegiatan resmi 
kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, 
pelatihan atau kegiatan lain sejenisnya; dan 

a. Terkait dengan tugas kedinasan, meliputi: 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan 
terhadap: 

Pasal3 

Setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai dalam bentuk uang, 
barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya 
dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam 
kedinasan atau di luar tugas kedinasan wajib dilaporkan. 

Pasal2 

BAB II 
PENCE GAHAN GRA TIFIKASI 

7. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 

5. Penerima adalah Pegawai di lingkungan Kementerian 
Perhubungan, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan 
dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam 
konteks gratifikasi; 

6. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG 
adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

4. Kedinasan adalah seluruh aktifitas resmi pegawai yang 
berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta 
jabatannya; 
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(3) UPG berkedudukan pada lnspektorat Jenderal dan 
bertanggung jawab kepada Menteri melalui lnspektur 
Jenderal. 

(2) Dalam melakukan Pengendalian gratifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk UPG. 

(1) Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan dilaksanakan oleh Menteri. 

Pasal4 

BAB Ill 
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

9) Kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar 
kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas 
dan fungsi dari pegawai dan telah mendapatkan ijin tertulis 
dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang. 

8) Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, 
atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; 
dan/atau 

7) Prestasi akademis dan non akademis yang diikuti dengan 
menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan 
atau kompetisi; 

6) Hidangan atau sajian yang berlaku umum; 

5) Hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, 
diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir atau hadiah 
lainnya yang berlaku umum; 

4) Pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, 
pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak 
dalam bentuk uang paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga 
ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total 
pemberian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 
1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; 

3) Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang 
dialami oleh pegawai atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/ 
anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan 
batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp. 1.000.000,00 
(satu juta rupiah) per pemberian per orang; 

keseluruhan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) per pemberian per orang; 
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(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung, antara lain 
dalam bentuk sampel atau foto. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 
memuat: 
a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi 

gratifikasi; 
b. Jabatan pegawai; 
c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; 
d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; 
e. Nilai atau taksiran nilai gratifikasi yang diterima; dan 
f. Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
secara manual atau melalui web lnspektorat Jenderal dengan 
mengisi formulir laporan gratifikasi. 

(1) Pegawai melaporkan secara tertulis penerimaan gratifikasi 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG. 

Pasal6 

BABIV 
TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI 

(6) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
berasal dari unsur: 
a. Pejabat struktural; 
b. Pejabat fungsional tertentu; dan 
c. Pejabat fungsional umum di lingkungan lnspektorat 

Jenderal. 

(5) Sekretaris UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon 111/Pejabat 
Administrator di lingkungan Sekretariat lnspektorat Jenderal. 

(4) Wakil ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dijabat oleh Sekretaris lnspektorat Jenderal. 

(1) Unsur keanggotaan UPG terdiri atas: 
a. Penanggung jawab; 
b. Ketua merangkap anggota; 
c. Wakil Ketua merangkap anggota; 
d. Sekretaris merangkap anggota; 
e. Anggota. 

(2) Penanggung jawab UPG sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dijabat oleh lnspektur Jenderal. 

(3) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dijabat oleh lnspektur. 

Pasal5 
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(2) Barang yang sudah daluwarsa sebagaimana dimaksud 
ayat (1) ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. 

(1) Dalam hal penerimaan berupa barang yang sudah daluwarsa, 
maka penerimaan tersebut diserahkan kepada UPG 
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan 
dengan menggunakan formulir sesuai contoh pada 
Lampiran 1. 

Pasal 10 

(3) Mekanisme penentuan status dan penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Standar Operasional 
Prosedur. 

(2) Barang yang mudah rusak atau busuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), status dan penyalurannya diputuskan 
dalam mekanisme oleh UPG. 

(1) Dalam hal penerimaan berupa barang yang mudah rusak atau 
busuk, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada UPG 
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan 
dengan menggunakan formulir sesuai contoh pada 
Lampiran 1. 

Pasal9 

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
a. Nama dan alamat lengkap pegawai dan pemberi gratifikasi; 
b. Pangkat, golongan dan jabatan pegawai; 
c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; 
d. Uraian jenis, nilai dan/atau taksiran nilai gratifikasi; dan 
e. Penjelasan umum. 

(1) Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan gratifikasi. 

Pasal8 

(2) Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan 
kepada pihak pelapor terkait kelengkapan laporan. 

(1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (3) dan ayat (4) harus dicatat dan dilakukan pemeriksaan 
awal oleh UPG, meliputi laporan gratifikasi dan 
kelengkapannya. 

Pasal7 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak tanggal penerimaan gratifikasi. 
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Pelaksanaan terhadap pelaporan gratifikasi yang diatur dalam 
Peraturan Menteri ini diberikan penghargaan atau sanksi 
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 15 

BABV 
PENGHARGAAN DAN SANKSI 

Dalam hal status kepemilikan gratifikasi yang berbentuk uang 
dan/atau barang ditetapkan menjadi milik negara, wajib diserahkan 
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak status kepemilikan 
ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Pasal 14 

(2) Status kepemilikan gratifikasi yang telah ditetapkan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada Pelapor melalui UPG. 

(1) UPG wajib menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) 
hari kerja, terhitung sejak tanggal laporan gratifikasi diterima 
untuk ditetapkan status kepemilikannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12. 

Pasal 13 

Status kepemilikan gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau 
barang terdiri dari 2 (dua) yaitu: 
a. kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi; atau 
b. menjadi milik negara. 

Pasal 12 

Pelaporan gratifikasi selain berupa barang yang mudah 
rusak/busuk atau daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
dan Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan formulir yang 
diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
contoh pada Lampiran 2. 

Pasal 11 

(3) Barang yang sudah daluwarsa, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dimusnahkan sesuai mekanisme yang diatur dalam 
Standar Operasional Prosedur. 
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DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH 
Pembina Utama Madya (IV/d) 
NIP. 19630220 198903 1 001 

SERITA NEGARA REPUSLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1935 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Desember 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

YASONNA H. LAOL Y 

IGNASIUS JONAN 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Desember 2014 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Serita Negara 
Republik Indonesia. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 16 

SASVI 

KETENTUANPENUTUP 



9 

DR. UMAR RIS, SH, MM, MH 
Pembina Utama Madya (IV/d) 
NIP. 19630220 198903 1 001 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

IGNASIUS JONAN 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Desember 2014 

Keterangan: 
Mengetahui : Atasan Langsung 
Penerima Laporan : Tim UPG 

Penerima Laporan, Mengetahui, 
Jakarta, ......... 

Yang 
melaporkan/Penerima, 

No Tanggal Bentuk Jumlah Nilai Pemberi Keterangan Penerimaan Penerimaan 

Nama Pelapor 
NIP 
Unit Kerja 
Jabatan 

Kepada Yth, (Tim Unit Pengendalian Gratifikasi) 
Sesuai dengan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan, saya yang bertandatangan di bawah ini melaporkan dan menyerahkan 
Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut : 

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG 
MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA 

Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor : PM 87 Tahun 2014 

Tanggal : 17 Desember 2014 



Seluler: Kantor: 

Pin BB/ WA: 
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•): Silakan pilih don beri tanda [ ./] O Kantor 

Rumah: 

Provinsi Kab/Kota Kecamatan 

Alamat e-mail 

8. Ala mat pengiriman surat •) O Rumah 

Kel/Desa 

Kode POS: I 
7. Alamat Rumah 

Kab/Kota Kecamatan Kel/Desa 

6. Alamat Kantor 

b. Unit eselon 1/11/111/IV/Unit Kerja : 

4. Uraian lnstansi 
(K.ementerian/Jembaga/ 

BUMN/BUMD/Pemer,ntah 

Daerah/dll) 

3. Jabatan/Panglcat/Golongan 

a. Nama lnstansi : 

No. KTP (NIK) : 2. Tempat & Tgl. Lahir 

A. IDENTITAS PELAPOR 
1. Nama Lengkap 

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentan& Komlsl Pemberantasan Korupsl Pasal 16: 
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan 

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

• Laporan gratifikasi dapat diserahkan /angsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui 
surat/faks/email/on/ine ke: · 

Dlrektonrt Gnrttflkasl 
Komlsl Pltmbemita•n Koru'psi 
JI. H.R; Rasuna Said. Kav. c-t. Jakarta Selatan 12920 
Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678 
E-mail; pelaporan.gratifikasi@kpkcgo.id 

• Laporan gratifikasl dilaporkan oleh penerima gratifikasi pallnc lamb.t 30 (tip pulilh) harl 
brja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 

• Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yangterkait penerirnaan gratifikasi._ 
• Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima tldak harus dlse111hkan pada saat 

penyampaian /aporan gratifikasi. 
• lnformasi gratifikasi dapat juga dipero/eh secara online melalui alamat: 

www.kpk.10.id/crllliflkasl 
• Untuk informasi edukasi, download apllkasi gratifikasi via Android dan iOS. 

Nama apli!<,isi "GRATls" (Gratifikasi: /nform.isi & Sosialisasi). 

G RATI Fl KASI 
AKAR KORUPSI 

Dokumen lnl adalah 111h1sl1 necara. Dllaranc membuka tanpa lzln KPK. 

Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/os/2014 

Kepada Yth. 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
REPUBLIK INDONESIA 
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1 
JAKARTA SELATAN 12920 
KOTAK POS 575 

Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 87 Tahun 2014 
Tanggal : 17 Desember 2014 

Alam at 

Nama 

PENGIRIM 

LAPORAN GRATIFIKASI 

Koml1I Pemberantasan Korup1I 
KPK 
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Pembina Utama Madya (IV/d) 
NIP. 19630220 198903 1 001 

IGNASIUS JONAN 

ttd 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Desember 2014 

CJ.) S.U.p ~ .... paCS. p,9pWel neprl· atou penyelencpni n-.r• dl¥9CPP pember1an Mlap, •~bit• t.mubuna,an denpn J•~"Y9 .den Vl90C ~ ~ 
lawwlijlNN;'JY••~t14hl'YJ-..denc,tnkfl'lJ!ntuens.•~.••iberlkut; .. \i1'< · :.;,-(:,.::.:, ... · : • ::_-:j·,__ , 
•· .,.,.._. n.Ulnp Rp 10.~.,ppqpo .(Mp~\~t:"i Jut.• r..,,,ieh) ateu lebih, ~mbl.!kli•n IMhwa cr•tifikHi.Wrubut.i>ubr, m•~.",tan a~ .,,.~Mi,:l:~l•):t p.....-1"?9 •"*~i"i 

·· ; b. ~ n.,.•~ kur•na.d•~J'I> 10 .. 000~~00 (t.:ea,(A9h.Juta r,~i>l•h). p.mbattt~ bah.;• sr•ttftk.nJ·wrseb...t.,:u:•P dlta~\(t~ro1ttt1:pe-~~tut .. umu~ . T·' · ,,. .. ;. · ·· 
C2J "-• W·~, .. ,......... .... u ·peifft......,. n.aa,a •ebaDlmllC\• dim111cwd dalem 9¥8' CU ~ .. h pide;~ .,.n.;.,. ,~,rn,r hk:i;t.lP .-u pld•~ "-~~ ~, .. - =ti.;~._"-" pelln, .. ~~:.:20(d~.;:luh) tehu_n, .. dan ptda'! denda ~ MdltJt llp 200.000.000.00.(d~j(~"' Ju.':,2~) dani~:'"9:~I( ~. t"OOO~OOO'~·~.~ 

;=t-:.~~~,.r.-:~~~~'.""~~·~r-~~ .... ~:u·-· • .;;,.k-~Jiu -w~.:-~Mr,·.,4~~·:Y""'~,~l\'~"""~""~~~L, ~-~:~;,, 
: .._. uc·-,.1.(2)1 Penv-m~len. t.poran .se:baptmena d&neklud dat.m •vet (1) waJlb dH.kuUn o4eh pener1ma .,..atlktisl pallns lambata<> (Up pulW'I) N'1 Mi'j9 ~ ... ~ i..• srat:Ulk•si i.nebut ditwlma. · 

$) Dlbi loka~ (loklllil ruan1an. ced1iin1, aJ.amat) dan.t.anuaf penerkl\Nn 
6) D"51 nwna pem~ri a,w,tlftlr.NI (petorane,anl•lomp,ok/b..tan ~ha) 
1) 

Oibl denpn c.tiltan khuMO •ttperU perfflln~n pertindunpn, waliltu dan 
lempat lwtU• dlhubu~ KPK,·ct.n t,af·ld,t.1.u1 lals, pfW perk, d1Mmft9 .. "' 
kepada KPK . " ' 

Oils.I hubunpn antAr• ~rlma denpn S*""berl eradflkMI Mf)et11 mitni 
karja/t.-n.-./,.kanan/at.HMv'baWl-han/aauclara/dll 

e} ~=-:,~~~bet; .. n M~ WC.pa~}\~tlffll .,Mh/""Stlerp..,~:~~·: 
9) Dlbl dfllpn .._...n 11.ronoiost• ~· (n,ntut4n ....... ~f · ' 

10) Dlbl l!Mnpn tanc:ta -« .. pad• IIOlorn v-ns NSuW dain "tft.lt:Mnjlw NII . 
11) d. Terkl,it tUCH non peleY9nW1 

e. Terlmll Mml.nar/dlklllt/worbltop 
t. Tlct.kt.ah1.1 
g. t.alnnyt1 (tull,klln pad8 kokHn di at .. ) 

Dlltl koct. perlt:ltwa pen.rlmMn: 
.. Ter ... t ~hen/a. .. ama•n/~r• .... 
b. Terult mutuVpromo,Vpi,sah wmbuc" 
e, 1':rbk ti.IS•• ~layaman 

l) DMll lrode J•nlf pen•ri~•n : 
a. U•nc f. Tiket perJ•l•nan 
b. Bal"III\C I· FHllltH penclnapan 
e, ,.bet (d .. 11:on) h. P•r)lilanan wl,ata 
Cl IComlfl I. Pfl\aob.Un C.UITI.-CunM 
•· Plnjamen 'lanpa bun.. J. Fa,llluis Mllnnya 

Dflll "'9 .. r'IJe.l)it ~•rlrnNri.Chnt11tr,.,n•rk. t•hu,:1 pembuatan. -wern.., dll) 
DWN nll• nom&n.Vtabl,wn nllai ,,.tffHUt1lyan1 dtterlma (herp bnnur/lcttemet/ 
perltlr•n ..,(lk'J sau.t harp paNr/p,edtlr.*I oppn,lt:GI) 

................................... ) 

Pelapor, 
. 20 . 

Laporan Gratiflkasi lnl saya sampalkan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja t1dak saya laporkan atau saya laporkan kepada 
Komlsl Pemberantasan Korupsl secara tidak benar. maka saya bersedla mempertanggungJawabkannya secara hukum sesual dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya. 

Catatan tambahan (bila perlu) "1: 

--------------------------------- -----------------------------i 
Alasan Pembenan ·~ l_ 
Kronologi penerimaan ·11: 

0. AlASAN DAN KRONOLOGI 

O Ada. yaitu: ..... Cl fldak ada Dokumen yang citarnptrkanv": 

...... ------------------------- - -------------------~ 
Hubungan dengan 
Pemberi ·,, 

. ------------ ----------------------- ---------------------------------~\ 
'< 

P_-=_~rjaan -~-~-~-!_:~:-~~ r~ i __ 

Alamat [Telepon/Faks/ 
E-m,,11 

I-----------+----------------------------- 

'c. DATA PEMIIERi CiRATIFIKASI 
Nama"1 

Lainnya: 

c-J 

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI 
1-----~------'J-"e=n=;s=f'_-,,-n:e_;-_;-,n_-a_a- . .i.~---_-_-_·--:_--:_--:_--:_--:_--:_--:_--:_--:_--:_~~!-H-a-,-g-a/-N-;-1a-;-N-o-m-;n-a-\/-r/- 

l Takslran -,, ! 

1 
I 
I 

•J Lt!mbor In/ aooae dlJ>,i!rbanyak t:t!t:ual ~butuhan 

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI KPK 
Kode Peristtwa 
Penerimaan .t) Uraian n Kode '' 


